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TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDLIDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, 11.1GAS DAN FUNGS1, SERTA TATA KERJA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAITENCIAIL 

Mcnimbang  ; a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan unman 
pcmerintahan di Bklang Kesaluan Bangsa dan Politik, 
setelah dltetapkannya  Peraturan Bupati Hulu Sungal 
Tengah Perubahan Atas Peratumn Bupati Hulu &angel 
Tengah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan. 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungal sena Tata Kerja 
Badan Kesetuan Bangsa don Politik Kabupaten !lulu 
Sungai Tengah pada minas Pemilihan Kepale Daerah perlu 
diatur kctcntuan yang memuat masa perahhan; 

b. 

	

	bahwa berdoxiarkan pertimbongan scbagaimana dimalcsud 
dalam huruf a, maks perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Tengah Tentang Perubahan Alas Peraturan 
Bupati Ilulu Sungai length Nomor 29 Tahun 2020 
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisusi, 
Tugas dan Fungal scrta Tata Etna Badan Kesatuan 
Bangsa don Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Mengingat :  I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undung-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Dacrah Tingkat II di Kalimantan Sebagai 
Undang-Undang Chemist= Negara Republik Indonesia 
Tabun 1959 Nomor 72, Tambultan Lembaran Megan. 
Republik Indonesia Nomor 18201; 



2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pinot dan 
Pemerintah Daerah (Lemboran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undong-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Apamtur 
Sipil Negam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lemboran Negara Republik 
Indonesia Nomor 54941; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Unerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Nagar* Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah belxrapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Noznor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Medan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dank (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang 
Perangkat Daerah ILembaran Negarn Republik Indonesia 
/alum 2016 Nomor 114, Tiunbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Nssii sebagaimana telah 
diubah demon Peraturan Pemerintah Nomor IS Tahun 
2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negam Republik Indonesia 64021; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor lI Tahun 2017 tentang 
Mangjemen Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371; 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 tahun 2020 Tentang Perubahan Mas Peraturan 
Pemerintah Nomor II Tabun 2017 Tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Namur 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 64771; 

7. Peraturan Penterinieth Nomor 12 Tabun 2017 tenting 
Pembinitan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 60411; 

8. Peraturan Mentcri Dalam Negen Nomor 11 Tahun 2019 
Tenlang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Scrim Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1941; 

9. Keputusan Menteri Dalam Nagai Nomor 100-441 Tahun 
2019 Tenting Nomenklatur Perangkat Doenth Yang 
Melaksanalutn Urusan Pemerinwlmn di Bidang Kesatuan 
Bangui dan Politik; 
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10. Peraturan Deemh Kabupaten Buhl Sungai Tengah Nomor 
11 Tahun 2016 igniting Pembentukan elan Susunan 
Pcrangkat Dumb (Lcmbamn Daerah Kabupaten Hutu 
Suntan Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Huh Sungai Tengah Nomor 
101) sebagaimana wink diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengeh Nomor 3 Tahun 2020 
lentang Pcrubahan Kerins Alas Peraturan David' 
Kabupaten Hutu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 
tanning Pembentukan dan Susunan Perangket Daernh 
(Lembamn Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 
2020 tinmror 

11. Pereturan Bupati Hutu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 
2020 Tentang  Pembentukan, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungal, Strut Tata Kern' Baden 
Kesatuan Bengali Dan Polink Kabupaten Hutu Sungai 
Tengah. 

MEMUTUSKAN 

Menet:irk:in PERATURAN BUPATI HULU SUNOAI TENGAH TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI IIULU SUNDA! 
TENOAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISAS1, 
TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA BADAN 
KESATUAN BANGSA DAN POLMK. 

Paean 

Beberapa Icetentuan dsdam Peraturan Bupati HUN Sargon Tengah Nomor 29 Tahun 
2020 Tentang Pembentukan, Kcdudukan, Susunan Organtsasi, Tugas dan Fungal 
serte Taut Kcrja Badan Kesatuan Bangsa den Ninth Kabupaten Hula Sungai 
Tengah 1Berita Daerah Kabupaten Hutu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 29) 
diubah ethnical berikut 

Keternuan Pasal 28 diubah, sehingga Paso! 28 berbunyi scbagai benkut 

BAB VIII 

KETENTUAN PERA1JHAN 
Mani 28 

III Pada saat Peraturan Bupati ini mu1at bcr1aku, make struktur sebclumnya 
wrap bcrlaku dun pejabat yang ada pada Pcrangkat Daerah yang 
melaksanaken Unman Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
tetap menduduki jabatan serve mcbtksanakan tugas, fungal dan kewajibannya 
sena mendapat halt usual keret:wan perundangan ynng berbaku sampai 
dengan dilakukaunwa pengisian pcjabat dengan berdasarkan Peraturan Bupati 
ini. 

3 



PI Pada saat Pertnuran Bupati mi multi berlaku. make nornenklatur Perangkat 
Dnerah yang melakicanakan Urusan Pemerintahan di bidang kcstituan bangsa 
dan pohtik sehelumnya duLim hal pengelolaan ktuangan tnasih tctap berlaku 
sampai dcngan tango] 31 Descinbcr 2020 

(31 Penge101aan Kcuangan Uadan KCSattlY11 Bangsa dan Pollak dilakssinitkan °Leh 
Pejabat Kantor gcsatuan Bangsa dan Politik sampai dengan dtlakukannya 
pengisian pejabat scbitgaisnana dimaksud pads ayat (11 

Pasal II 

Pcrantran Bupati ini multi txrlaku padn tanggal 1 Januari 2021. 

Agar setiap orang mengetahutnya, memenatahkan patigundangain 
Peraturan Bupati irm dengan penempatannya dalam &rim Dacrah Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah. 

Ditctapkon di Kaaba, 
pada mitggal 3n  Desember 2020 

BUPAT1 HULL, SLINGA1TENGAH. 

L A CORA 'Si 
\ — . 

Diundangkan di Baratxii 
pads tantgal 30  Desember 2020 

PENJ : • T SEKRETARIS DAERAH 
' SUNGAI TENGAH, 

•• 

kr. iMIHMANSTAH 
• a9 

BER1TA DAE AH KABUPATEN HULU SUNDA] TENGAII 
TM (UN 2020 NOMOR 66 
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